BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

1.

serta pendeteksian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
varian Omicron sebagaimana dimaksud dalam surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7131/SJ,
tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan serta Pendeteksian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) varian Omicron serta penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi perlu mengubah Peraturan Bupati Lombok
Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Q&'
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34};

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); '
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);




Menetapkan :

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 3} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daeran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1, ditambahkan angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

w

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Timur.



7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah
penyakit inveksi saluran pernapasan akibat severe acute respiratory
syndrome virus corona 2 (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemi global
berdasarkan penetapan dari World Helath Organization (WHO)} dan
ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional.

8. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam
pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam menangani penyebaran Covid-19 antara lain penelusuran
(tracing), pelacakan (Tracking), pemberian peringatan (warning dan
fencing) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka
memfasilitasi tatanan kehidupan baru (new normal)

. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Subjek pengaturan ini, meliputi:

perorangan,

pelaku usaha;

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum; dan

penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

a.
b.
c.

d.

. Ketentuan Pasal 4 huruf a ditambahkan angka 5 dan huruf b ditambahkan
angka 8, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi:
a. bagi perorangan:

1.

3.
4.

S.

menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau
berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;

mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun sengan air
mengalir;

pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat; dan

menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab
tempat atau fasilitas umum:

1.

sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19;



2. menyediakan saran cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand
sanitaizer);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi seiap

orang yang akan beraktifitas di Lingkungan Kerja;

upaya pengaturan jaga jarak;

pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

6. penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang berisiko tinggi
dalam penularan dan tertularnya Covid-19;

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19; dan

8. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi
PeduliLindungi.

cn o

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Februari 2022

tBUPATI LOMBOK TIMUR, &

&
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$ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LO?BOK TIMUR,

MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 36



2. menyediakan saran cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand
sanitaizer);

3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi seiap

orang yang akan beraktifitas di Lingkungan Kerja;

upaya pengaturan jaga jarak;

pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

6. penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang berisiko tinggi
dalam penularan dan tertularnya Covid-19;

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Covid-19; dan

8. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi
PeduliLindungi.

o

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,
(

wwuuauad/

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUANI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 36



BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Mengingat

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

serta pendeteksian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
varian Omicron sebagaimana dimaksud dalam surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7131/SJ,
tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan serta Pendeteksian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) varian Omicron serta penggunaan Aplikasi
PeduliLindungi perlu mengubah Peraturan Bupati Lombok
Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39
Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 = tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326),;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daeran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
| (COVID-19).

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 39), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1, ditambahkan angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah

Satuan Polisi Pamong Praja Lombok Timur.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Timur.

o




7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah
penyakit inveksi saluran pernapasan akibat severe acute respiratory
syndrome virus corona 2 (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemi global
berdasarkan penetapan dari World Helath Organization (WHO) dan
ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional.

8. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam
pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam menangani penyebaran Covid-19 antara lain penelusuran
(tracing), pelacakan (Tracking), pemberian peringatan (warning dan
fencing) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka
memfasilitasi tatanan kehidupan baru (new normal)

. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan satu huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Subjek pengaturan ini, meliputi:

perorangan;

pelaku usaha;

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas
umum; dan

penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

a.
b.
c.

d.

. Ketentuan Pasal 4 huruf a ditambahkan angka 5 dan huruf b ditambahkan
angka 8, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
melaksanakan dan mematuhi protokol Kesehatan antara lain meliputi:
a. bagi perorangan:

1.

2.

3.
4.

5.

menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi
hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau
berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;

mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun sengan air
mengalir;

pembatasan interaksi fisik (physical distancing);

meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat; dan

menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab

tempat atau fasilitas umum:

1.

sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19;




